WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 21 TAHUN 2019

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

Menimbang

Mengingat

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah
Kota Ternate Nomor Tahun 2019 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran2018;

1. Undang-UndangNomor 11 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3824) ;

2. Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286) ;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4338);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);



Menetapkan

10.

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, TambahanLembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165 );
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah
sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
PeraturanPemerintahNomor12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017
tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 13 Tahun 2017
Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun
2017 Nomor 168); sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 15 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13
Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Ternate Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kota
Ternate Tahun 2018 Nomor 183);

Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor Tahun 2019
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
(Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun2019 Nomor);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHTAHUNANGGARAN
2018.



Pasal 1

Laporan realisasi anggaran pelaksanaan Tahun Anggaran 2018 terdiri atas :

a. PENDAPATAN

1 PendapatanAsliDaerah .........c.ccoeeveieiiinn.n. Rp 96.425.003.776,58

:23 DanaPerimbangan ........c.c.ccoceeiiiiiiinnnn. Rp 749.296.917.558,00
Lain-lainpendapatan yang sah ................... Rp 56.807.916.807,00

b TOTALPENDAPATAN ...ovviiiiiiiiiiienens Rp 902.529.838.141,58

| BELANJA

Belanja Tidak Langsung

a) BelanjaPegawai ..........cccoevviiininninenenne. Rp 356.294.833.013.00
b) BelanjaBunga........ccceeeveeeeuneennnnnnnnnnns Rp T
c) BelanjaSubsidi ......cccceeveiniiiiniinini. Rp 1.664.000.000.00
d) BelanjaHibah ............cccooiiiiiinnn.. Rp  14.567.090.000,00
e) BelanjaBantuan Sosial ..................... Rp  13.299.676.000.00
f) BelanjaBagi Hasil ................oooiiiils Rp ' ' ' ’ )
g) BelanjaBantuan Keuangan ............... Rp 813.109.720.00
2 h) BelanjaTidak Terduga. .........ccccceenent. Rp 4 728-500- 100’00
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Rp 391.367.208.833,00
Belanja Langsung
a) BelanjaPegawai .............ccoeeeeervviunnnnnn. Rp 99.358.753.221,00
b) BelanjaBarang dan Jasa ................... Rp 205.934.770.630,94
. c) BelanjaModal .............cccuveeeeeiiiiinnnnn... Rp 201.651.885.491,14
. JUMLAH BELANJA LANGSUNG Rp 506.945.409.343,08
TOTALBELANUA ....ouiiieeeeieiiiiiiiiiieee e Rp 898.312.618.176,08
Surplus/(Defisit).....cocveveviiiiiiiiiiiiiin, Rp 4.217.219.965,50
PEMBIAYAAN
Penerimaan........c.cooooiiiiiiiiiiiiiiiiiiieens

Rp (7.379.627.804.58)
Rp  5.000.000.000,00

Rp (12.379.627.804,58)

Pengeluaran ........c.coocveiiviiiiiiiiiiiiniiiinen,
Pembiayaan Netto .........cocoevviiiiiiiinininenne.

Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran
Tahun Berkenaan Silpa/(Sikpa).................. Rp (8.162.407.839,08)
Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.



Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

Peraturan Walikota Ternate ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita DaerahKota Ternate.

Ditetapkandi Ternate
padat anggal 28 Agustus 2019

WALIKOTA TERNATE,

BURHAN ABDURAHMAN
Diundangkan di Ternate
pada tanggal 29 Agustus 2019

SEKRETARIS/DAERAH KOTA TERNATE,

M. TAUHID SOLEMAN
BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN2019NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

MUHAMMAD ASYKIN, S.H.,.M.H
PEMBINA
NIP. 19751013 2002 12 1 002




